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ABSTRAK

Rahmah, Miftahul. NIM. 18210091. Analisis Yuridis Keabsahan Alat Bukti Saksi
Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris. Skripsi.
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri,
M.HI.

Kata Kunci: Keabsahan Saksi, Testimonium De Auditu, Penetapan Ahli Waris.

Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam salah satu pertimbangan
hukumnya yang tertulis dalam putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl majelis
hakim menjatuhkan putusan dengan dasar dua saksi testimonium de auditu yang
tidak memenuhi beberapa syarat materiil saksi yang telah diatur dalam Pasal 168-
172 HIR dan Pasal 1895-1912 KUH Perdata karena keterangannya tidak mengenai
peristiwa yang dialami sendiri. Oleh karenanya peneliti akan mengkaji dan
mendalami mengenai keabsahan alat bukti saksi testimonium de auditu pada
perkara penetapan ahli waris dalam Putusan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl|
menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, serta landasan yuridis
sehingga keterangan saksi yang kurang sempurna testimonium de auditu dapat
dijadikan pertimbangan sebagai saksi yang memiliki kekuatan nilai pembuktian.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research)
dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data sebagai
alat/sarana untuk mengkaji kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama
Donggala Nomor 98/Pdt.P/2021/PA. Dgl peneliti menggunakan metode studi
pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai testimonium de auditu,
kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan pembuktian saksi
testimonium de auditu dalam perkara kematian menurut prespektif hukum acara
perdata berbeda dengan prespektif hukum Islam. Dimana dalam hukum acara
perdata kesaksian ini tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi
dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan melalui pertimbangan yang objektif
dan rasional lalu dari persangkaan itu dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.
Sedangkan dalam hukum Islam syahadah al-istifadah dapat dijadikan alat bukti
langsung atau bukti yang sah karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi yang
akurat, sehingga menepis kemungkinan berbuat kebohongan.

Alasan pertimbangan hakim yang menerima keterangan saksi testimonium
de auditu dalam perkara penetapan ahli waris sebagai suatu kesaksian yang
memiliki kekuatan nilai pembuktian karena saksi de auditu dapat dibenarkan dalam
hal kematian dan karena kesaksian kedua saksi telah memenuhi dua syarat, yaitu
kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum, tidak ada bantahan
akan kebenaran berita tersebut, merupakan informasi yang disampaikan kepada
saksi de auditu dari orang yang bersangkutan atau orang lain yang telah meninggal
sehingga kesaksian de auditu dibenarkan dan diakui secara eksepsional sebagai alat
bukti.



ABSTRACT

Rahmah, Miftahul. NIM. 18210091. Juridical Analysis of the Validity of
Testimony De Auditu Witness in Cases of Determination The Heirs.
Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of
Sharia, Maulana Malik lbrahim State Islamic University of Malang.
Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Validity of The Witness, Testimony De Auditu, Determination of
Heirs.

The background for this research can be found in one of the legal
considerations in Decision Number 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl the panel of judges
reached a conclusion based on the de auditu testimony of two witnesses who did
not meet certain of the witness material standards set out in Articles 168-172 HIR
and 1895-1912 of the Civil Code since their statements did not relate to personally
experienced events. Therefore the researcher analyzed and investigate the validity
of witness testimony de auditu in the case of determining the heirs in Judge's
Decision Number 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl from the perspective of the Civil
Procedure Law and Islamic Law, and the legal basis, so that witness testimony de
auditu that is less than perfect can be considered as a witness with the strength of
evidentiary value.

This thesis is the result of library research using qualitative methods. To
obtain data as a tool/means for reviewing cases at Donggala Religious Court's
decision Number 98/Pdt.P/2021/PA. The researcher employs the literature research
method, which entails reviewing books on testimonies de auditu and then analyzing
them based on the fact on the field.

The results of this study conclude that the validity of the witness testimony
de auditu in death cases according to the perspective of civil procedural law is
different from the perspective of Islamic law. In civil procedural law, this testimony
is not used as direct evidence, but as evidence of an allegation based on objective
and rational factors, and then suspicion is used to prove something. In Islamic law,
however, the shahadah al-istifadah can be used as direct or legitimate evidence
because the testimony is based on accurate information, then removing the potential
of lying.

The reason for the judge's consideration who received the testimony of the
witness de auditu testimony in the case of determining the heirs as a testimony that
has the strength of evidentiary value is because the de auditu witness can be justified
in the case of death and because the testimonies of the two witnesses have met two
conditions, namely that the testimony is news that has been spread. In general, there
is no denial of the truth of the news, it is information submitted to the de auditu
witness from the person concerned or another person who has died so that the de
auditu testimony is justified and admittedly exceptionally as evidence.
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PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Z 35 %
d’/")‘:‘”/ "
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, NIK: 7210121805730001, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Staf di
Kantor Camat Marawola Barat), tempat tinggal di Kabupaten
Sigi, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan |Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ridwan - Pither &
Rekan (Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum) yang
beralamat di JI. Tombolutu No. 53 Kelurahan Talise, Kecamatan
Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Donggala Nomor : 33/SK/II/2021,
tertanggal 15 Maret 2021, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta alat-alat bukti dan saksi-saki

di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya

tertanggal 15 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara
Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 98/Pdt.G/ 2021/PA.Dgl
pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

ds
Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : 143/10/X/1996 tanggal 28 Agustus 2018 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Pemohon di Desa Kotarindau selama kurang lebih 20 tahun.

3.
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
masing-masing bernama:

a.
ANAK |, umur 23 tahun
b.
ANAK I, umur 12 tahun
c.
ANAK III, umur 9 tahun

4.
Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis, namun pada tahun 2006 sudah mulai ada pertengkaran yang
disebabkan antara lain:
a.
Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon
b.
Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016
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5.
Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga
saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5

tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.
Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah
menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja. Dari
pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian,
sebagaimana Keputusan Bupati Sigi Nomor: 873.4/13.2/BKPSDMD tanggal
30 Desember 2020.

s
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER
1.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2.
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji
kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER
- Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi
tidak berhasil.
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Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat
izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian
berdasarkan Surat Nomor : 873.4/13.2/BKPSDMD tertanggal 30 Desember
2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya
Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian
melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim
untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Mazidah, S.Ag..M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Donggala), akan tetapi usaha perdamaian tersebut
juga ternyata telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Hasil Laporan
Mediator tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim
memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan
permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut:

DALAM_KONVENSI
L Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil
Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon
mengakui kebenarannya.

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita pada
Poin 1 dan 3, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon
tidak perlu lagi menanggapinya.

3. Bahwa pada Poin 2 (dua) diatas,” Rumah yang menjadi tinggal Pemohon
dan Termohon sejak Menikah, telah diberikan kepada Pemohon, oleh
kedua orang Tua Pemohon, akan tetapi sejak Pemohon meninggalkan
Termohon dan tinggal dengan orang tuanya + 5 (lima) Tahun pada poin 5
surat permohon, “ barulah orang Tua Pemohon datang sekitar awal Tahun
2019, kepada Termohon untuk menyampaikan bahwa Rumah ini adalah
miliknya dan disuru Termohon dan anak-anak untuk tidak tinggal di rumah
tersebut.
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4, Bahwa selanjutnya pada paska Gempa, rumah terebut
mengalami rusak berat dan Termohon lah yang mengurus dana Stimulan
dari pemerintah kabupaten Sigi untuk membangun kembali rumah tersebut
sebagai tempat bertedu Termohon bersama anak-anak, dan proses
pembangunan rumah tersebut tampa di bantu oleh Pemohon serta
Pemohon sebagai kepala keluarga (Imam) memilih lebih baik tinggal
bersama orang tuannya di Palu.

5. Bahwa pada Poin 4 (empat) Tahun 2006 mulai terjadi
pertengkaran yang disebabkan ;

a. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon.

b. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak

tahun 2016.
Selanjutnya dapat Termohon menanggapainya sebagai berikut;
6. Bahwa pada Poin 5 diatas adalah dali yang mengada-
ada/tidak benar “ dikarenakan sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2016 antara
Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak Yakni;
ANAK Il sekarang berumur 12 Tahun dan ANAK IlIl, sekarang berumur 9
Tahun. Terhadap hal ini apa mungkin dan atau bias * antara Pemohon dan
Termohon yang sudah tidak ada kecocokan, masih memiliki 2 (dua) orang
anak...? terhadap hal ini Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim
yang menilainya.
; Bahwa pada Poin 5, huruf a, Termohon tidak menghormati
orang Tua Pemohon adalah tidak benar, dan yang benar Termohon setiap
kali ke rumah orang tua Pemohon, |bu dari Pemohon selalu menghindar
dari Termohon, dan kadang ibu Termohon hanya tinggal di kamar, agar
tidak ketemu Termohon, selanjutnya Pemohon hampir selama perkawinan
tidak pernah ketemu orang tua Termohon dan orang tua laki-laki Termohon
saat meninggal dunia Pemohon tidak datang, bahkan disaat pemohon
mengantar anak-anak ke rumag orang tua Termohon, hanya di luar pagar
rumah/dijalan.
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8. Bahwa pada Poin 5 permohonan pemohon benar
pemohon pergi meninggalkan termohon bersama kedua orang anak + 5
Tahun, dan setiap bulannya Pemohon hanya diberi uang jamin sebesar Rp
500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang-kadang Rp.300.000, dan untuk
kebutuhan hari-hari termohon bersama dua orang anak, tentu tidak
mencukupi kebutuhan Termohon dan dua orang anak-anak sehingga
Termohon rela menjadi tukang cuci pakaian di rumah tetangga dan sebagai
pembantu di penjual mas joko untuk memenuhi kebutuhan hari-hari.

9. Bahwa selanjutnya benar pada tahun 2006 terjadi
percekcokan, lantaran Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan
lain, akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai
antara pemohon dengan Termohon, dan pada Tahun 2016 pemohon pergi
meninggalkan  Termohon  bersama  anak-anak tampa  sebab,
namunTermohon menduga bahwa Pemohon telah berhubungan seorang
perempuan bernama Lisdawati yang bekerja di Kapsalon di Jalan Tanjung
Pesik kelurahan lolu selatan kec Palu Timur, Kota Palu, sehingga Pemohon
sebagai PNS, terbatas member nafka hidup kepada Termohon dan anak-
anaknya.

10. Bahwa terkait dengan surat 1zin mengajukan perceraian
Nomor. 873.4/13.2/BKPSDMD tanggal 30 Desember adalah cacat hukum
atau sepihak dikarenakan tidak pernah dilibatkan Termohon dalam proses
mediasi maupun proses pemeriksaan, melaingkan hanya ibu kandung dari
Pemohon yang dihadirkan dalam berita acara pemeriksaan BKD
Kabupaten Sigi.

a1, Bahwa terhadap surat permohonan pemohon (Talak
cerai), termohon tidak menginginkan hal ini terjadi dikarenakan hal-hal
sebagai berikut :

a Bahwa kedua anak yakni ANAK Il sekarang berumur 12
Tahun dan ANAK Ill, sekarang berumur 9 Tahun, masih membutukan
bimbingan dari kedua orang tuanya.

b. Bahwa Termohon adalah seorang Mualaf sejak menikah
dengan Pemohon, dan sebelum mengucapkan kalimat Sahadat,
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almarhum Ayah (saya) Termohon menitip pesan “ jaga dan tekunlah
terhadap keyakinan mu yang baru, jangan mempermainkan agama yang
dianut.

c. Bahwa dalam prosesi Hijabkabul disaat menikah dengan
Pemohon, terdengar lantunan ayat suci Alkuran, seakan akan saya
TERMOHON diperhadapkan langsung dengan Sang pencipta dan Imam
serta saksi-saksi yang telah melaksanakan prosesi Hijabkabul dengan
Pemohon, terhadap hal ini apakah saya sebagai termohon dapat
mengingkari semua janji yang telah diucapkan saat itu...? Terhadap hal
ini biarlah Majelis Hakim yang menilai.....

REKONVENSI
Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon desebut sebagai penggugat
rekonvensi dan pemohon konvensi mohon desebut sebagai tergugat
rekonvensi.
1. Bahwa dali-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya
dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon
dianggap terulang kembali dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan
dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak
menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut
memang harus terjadi maka penggugat rekonvensitermohon konvensi
meminta hak-haknya sebagai berikut :
a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat
rekonvensi/termohon konvensi dan tergugut rekonvensi/pemohon
konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut
berhak mendapat Hadanah dari penggugat rekonvensi/termohon
konvensi selaku Ibu nya, maka terhadap pemiliharaan anak yang masih
belum MUMAYYIZ, tersebut penggugat rekonvensi/termohon konvensi ,
mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat
rekonvensi/termohon konvensi;
b. Bahwa semenjak tergugat rekonvensi/pemohon konvensi
meninggalkan penggugat rekonvensitermohon konvensi + 5 Tahun,
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namun menganggap 4 Tahun sejak Tahun 2016, hingga perkara ini
disidangkan, tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah melalaikan
kewajibannya, sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan
nafkah batin dan nafkah wajib tidak sesuai dengan kebutuhan
penggugat rekonvensitermohon konvensi bersama anak-anak yakni
pemberian paling banyak RP. 500.000/bulan, bahkan kadang
Rp.200.000/bulan, serta nafkah lampau kepada penggugat
rekonvensi/termohon konvensi;
S Bahwa nafkah yang harus dibayarkan oleh tergugat
rekonvensi/pemohon konvensi kepada penggugat
rekonvensi/termohon konvensi dapat diperrinci sebagai berikut;
oNafkah Lampau, yang diperhitungkan sejak Tahun 2016 hingga
perkara ini disidangkan yakni, 4 (empat) Tahun = 1460 hari + 3
bulan 90 Hari = 1.550 hari x Rp 50.000,00/hari = Rp 77.500.000,-
(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
oNafkah Iddah adalah 1 Tahun = 365 hari X 4 Tahun X 3 bulan
(90 hari) = 1.550 hari, sehingga selurunya berjumlah 1.550 hari X
Rp 50.000,00/hari = Rp 77.500.000,00,- (tujuh puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).
o Nafkah Mut"ah, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).
oNafkah Anak Yaitu; untuk 2 (dua) orang anak sampai anak
tersebut dewasa etiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat rekonvensi/termohon
konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Donggala Cg. Majelis Hakim
yang memeriksa ini segera untuk berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.
: F Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan biayay perkara menurut hukum.
DALAM REKONVENSI.
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: 18 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon
konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak

yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonvensi/termohon
konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi diserahkan kepada
penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk
membayar :
- Nafkah Lampau 1 Tahun = 365 hari X 4 Tahun X 3 bulan
(90 hari) = Rp 1.550,00 hari, sehingga selurunya berjumlah 1.550 hari X
Rp. 50.000,00/hari = Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah);

- Nafkah Iddah adalah 1 Tahun = 365 hari X 4 Tahun X 3
bulan (90 hari) = Rp 1.550.00 hari, sehingga selurunya berjumiah
1.550 hari X Rp 50.000,00/hari = Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah);

- Nafkah Mut'ah, sebesar Rp 30,000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah).

- Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulanyan sebesar Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut pihak Pemohon
mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Dalam Konvensi :
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah setiap bulannya
kepada Termohon sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebesar
sekitar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) karena Pemohon banyak hutang di Bank untuk keperluan
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biaya kuliah anak sehingga gaji Pemohon diterima tinggal Rp 800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan Gol/Ruang II/b yang
penghasilan sekitar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)
perbulan, namun dipotong untuk membayar kredit Bank Rp 1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sehingga setiap bulannya
yang diterima tinggal sekitar Rp 1.100.000,00. (satu juta seratus ribu
rupiah). Disamping itu memang Pemohon punya pekerjaan sampingan
sebagai tukang kayu itupun kalau ada orang yang memanggil bekerja;

- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama
Lisdawati, padahal Pemohon diminta untuk memperpaiki rumah wanita
tersebut karena Pemohon sebagai tukang kayu yang bekerja pada hari
Sabtu dan Minggu oleh karena itu tuduhan Termohon tersebut sebagai
bentuk fitnah kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai

a.  Nafkah Lampau, Pemohon tidak mau untuk memenuhinya karena
pada dasarnya sudah diberikan nafkah setiap bulannya sekitar Rp
400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,00, (lima ratus
ribu rupiah) karena Pemohon punya tanggungan anak kuliah dan untuk
biaya hidup sehari-hari;
b. Nafkah Iddah, Pemohon hanya mampu Rp 4.500,000,00 (empat
juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan;
c.  Mut'ah, Pemohon hanya mampu membayar satu bulan sisa gaji
atau sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
d. Nafkah Anak, Pemohon hanya mampu membayar Rp 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 orang anak;
e. Hak Asuh Anak, pihak Pemohon keberatan jika anak ditetapkan
hak asuhnya kepada Termohon karena Pemohon kuatir terhadap
akidah anak tersebut;
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Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban Rekovensi tersebut pihak
Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang intinya
sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban semula terkait
dengan gugatan konvensi, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi,
Termohon tetap pada gugatannya dan tidak mempermasalahkan lagi
mengenai hak asuh anak, karena pada dasarnya hak asuh anak menjadi
kewajiban kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) hingga anak
dewasa;

Bahwa atas duplik Konvensi dan replik Rekovensi tersebut selanjutnya
Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang isinya tetap pada jawaban
Rekonvensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I.  ALAT BUKTI TERTULIS :
. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/10/X/1996 tanggal
28 Agustus 2018 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan
dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah
bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P;
. Fotokopi gaji bulan April 2021, yang dikeluarkan Bendahara
Kantor Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi yang telah
bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TR. 1;
. Daftar Tagihan Hutang (kredit) bulan April 2021 yang dikeluarkan
oleh BPR Palu Lokadana Utama yang telah bermeterai cukup
selanjutnya diberi tanda bukti TR.2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan
membenarkannya.

Il. SAKSI - SAKSI :
1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
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* Bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon bernama
XXXXXXX karena saksi ibu kandung Pemohon;

* Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi
hingga sekarang;

* Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

* Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan sekaran ini sudah tidak
harmonis lagi karena sering berselisin dan bertengkar dan saksi sering
melihat pertengkarannya;

* Bahwa seetahu saksi peneyebab pertengkarannya karena Termohon
tidak menghormati orangtua Pemohon dan Termohon mencemburui
Pemohon;

* Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon
karena di saat ada acara baca doa Termohon tidak pernah muncul/hadir
dan datang setelah acara selesai dan juga Termohon mau melaporkan
Pemohon agar dipecat sebagai PNS;

* Bahwa saksi tahu Termohon mencemburui Pemohon, padahal hingga
sekarang Pemohon belum menikah juga dan hal ini yang menyebabkan
pertengkaran;

* Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak 5 (lima) tahun lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;

* Bahwa selama hidup berpisah, mereka tidak saling menemui;

*Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja selain PNS juga bekerja
sampingan sebagai tukang kayu di waktu hari libur, itupun jika ada yang
memanggilnya kerja;

* Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. Rusmini, S,P.d binti Tumbade, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, di Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
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*Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXX dan Termohon
bernama XXXXXXXX karena saksi bertetangga dengan mereka;
* Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Pemohon;
* Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
* Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
* Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya disebabkan Termohon
tidak mau mendengar jika dinasihati Pemohon untuk menghormati
orangtua Pemohon;
* Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan
yang menyebabkan mereka bertengkar;
* Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2016 hingga sekarang 5 tahun lamanya;
* Bahwa selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling
menemui;
* Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai Pegawai Negei Sipil juga
bekerja sampingan sebagai tukang kayu, dan itupun bekerja kalau ada
yang memanggil untuk bekerja;
* Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon
dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon
untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat dalil bantahannya,
selanjutnya Termohon mengajukan 2 orang saksi bernama :
1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
* Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
*Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Pemohon;
* Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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* Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis (sejak Pemohon
terangkat PNS) hali ini saksi tahu dari penyampaian Termohon;

*Bahwa penyebab pertengkarannya karena Pemohon berkata kasar
terhadap Termohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon karena
melihat foto Pemohon bersama wanita lain di HP milik Pemohon;

*Bahwa setahu saksi Termohon selama ini menghormati orangtua
Pemohon tidak pernah membantah dan jika bertemu mereka bersalaman
akan tetapi orangtua Pemohon yang tidak mau menerima lagi Termohon;
*Bahwa saksi tahu mengenai Termohon cemburu karena Termohon
pernah melihat foto-foto Pemohon bersama wanita lain di HP milik
Pemohon;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4
(empat) tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah,
namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah;
*Bahwa selama berpisah Termohon pernah meminta Pemohon untuk
kembali rukun akan tetapi Pemohon sudah tidak mau;

*Bahwa hingga sebelum pisah tempat tinggal Pemohon masih
memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp
300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak 3 bulan terakhir ini
(Februari — April 2021) sudah tidak ada nafkah lagi dan hal ini diakui oleh
Pemohon sendiri;

* Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
bekerja sampingan juga sebagai tukang jika ada yang memanggil kerja;

* Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah janjinya telah menerangkan
hal-hal sebagai berikut :

*Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

orangtua Termohon;
Hal 14 dari 36 hal : Putusan Nomor
98/Pdt.G/2021/PA.Dgl
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkarah Agung Repubik indonesia berusana selaiy don ko Markamal
fungsi pecacian if i jé - ¢ dar) hetekinian informasi yang Ao Saiian, Hal mane Skan KBS ARV PErtaki dan wakly ke wakiu
Dalam hal Anos g pocs sius V. heris 6da. forsocha, maks hecap seQer hutung: Kepanieraan Mahkameh Agung R medais

”
Emai - kepanitesan @ matkamanegung 9ol Telp | 021-354 3348 (ext.315) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa setelah menikan seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orangtua Pemohon;

* Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;

*Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak

pernikahan sering terjadi perselisihan namun masih kembali rukun;

* Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Pemohon pergi

meninggalkan Termohon;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah sejak 5

(lima) tahun yang lalu, dan selama berpisah tidak saling menemui;

*Bahwa selama berpisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah

kepada Termohon dan anak-anaknya namun tidak mencukupi karena

biasa hanya diberi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkadang Rp. 400.000,00 (empat ratus

ribu rupiah);

*Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan juga bekerja sampingan

sebagai tukang di waktu hari libur itupun jika ada yang memanggil kerja

dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;

* Bahwa saksi jarang menasihati Pemohon karena jarang ketemu;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai, sedangkan
Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai akan tetapi jika Pemohon tetap
ingin bercerai maka Pemohon harus memenuhi tuntutan baliknya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang hadir di persidangan
diwakili oleh kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan
legalitas Kuasa Hukum dari Termohon Konvensi dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No.
01Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususan
in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk
berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai
kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang
berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta
mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat
komulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai
Kuasa/Wakil dari Termohon Konvensi diantaranya adalah Advokat
sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi adalah advokat
yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy
Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan
dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Kartu Tanda
Pengenal Advokat (KTPA) yang diperlihatkan di depan persidangan, KTPA atas
nama Advokat, in casu kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2021 dari
Termohon Konvensi, in casu kepada Advokat, sebagai kuasa hukumnya telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 33/SK/I11/2021,
tertanggal 15 Maret 2021, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA
asli) masih berlaku hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata
memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur
kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan
Agama Donggala dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari
materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak
berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi
Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima
Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan masih aktif
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sebagai advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus
dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula
dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum
berhak melakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa (Persona
Legal Standi in Judicio) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil
telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang
berwenang atau atasannya, sehingga dalam hal ini Pemohon Konvensi telah
memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 oleh karena itu
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun membina rumah
tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang
telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi,
yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala
(Mazidah, S.Ag.,M.H.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 08
Maret 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan
kehendaki maksud Pasal 17 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka
pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang
tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya secara lisan
pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon
Konvensi kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam
sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah membenarkan
sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka dengan sendirinya dalil-
dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon Konvensi tersebut
telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg,
yaitu benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami
istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah hidup berpisah sejak tahun 2016 atau 5 (lima) tahun
lalu yang sebelumnya di tahun 2006 pernah mereka terjadi percekcokan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian rupa sehingga
mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang
akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Oktober
1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten
Poso, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti
tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi sebagai suami istri yang sah;
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Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi
mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan yang
intinya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi
karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon Konvensi
tidak menghargai orangtua Termohon dan mereka telah pisah tempat tinggal
sejak 5 (lima) tahun lalu dan tidak saling menemui selama berpisah serta sudah
diupayakan rukun namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan
adapun penyebab pertengkaran selain tidak menghormati orangtua Pemohon
Konvensi adalah karena sifat cemburu Termohon Konvensi kepada Pemohon
Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon
Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan yang intinya
Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi
dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat
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tinggal sejak tahun 2016 serta rumah tangganya sudah didamaikan/dirukunkan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan
penyebab pertengkarannya disebabkan Pemohon Konvensi berkata kasar dan
Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagian keterangan saksi
Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dalil-dalil permohonan
Pemohon Konvensi yakni membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sekarang ini dan
sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 5 (lima) tahun yang lalu hingga
sekarang, dan selama berpisah mereka sudah putus komunikasi (tidak saling
menemui);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang
diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta hal-hal yang
diakui atau yang tidak dibantah Termohon Konvensi, maka telah ditemukan
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri
sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran penyebabnya Termohon Konvensi tidak menghargai orangtua
Pemohon Konvensi;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang
sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang atau hampir
sekitar 5 tahun lamanya dan sejak itu sudah tidak saling menjalankan hak
dan kewajibannya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 mohon
agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi,
Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon Konvensi dengan
Termohon Konvensi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Mereka sering
terlibat perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon Konvensi tidak
menghormati orangtua Pemohon Konvensi, hingga akhirnya mereka berpisah
tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain penyebab perselisihan dan pertengkaran
seperti tersebut di atas, telah ditemukan fakta penyebab keretakan rumah
tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan semata-mata
kesalahan Termohon Konvensi akan tetapi juga karena adanya pihak ketiga,
yang mana timbul rasa cemburu pada diri Termohon Konvensi kepada
Pemohon Konvensi yang mencurigai Pemohon Konvensi punya wanita idaman
lain (PIL). Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan dari saksi pertama
Pemohon Konvensi (XXX) dan saksi pertama Termohon Konvensi
(XXXXXXXXX) yang intinya menerangkan penyebab pertengkarannya karena
Termohon  Konvensi cemburu. Jika dalam berumah tangga salah satu
pasangan selalu timbul rasa cemburu, sementara salah satu pasangannya tidak
mengakui, maka dapat dipastikan akan terjadi percekcokan, sehingga rumah
tangganya tidak ada kedamaian/ketenangan. Selain itu ditambah telah terbukti
hampir selama 5 (lima) tahun lamanya Pemohon Konvensi telah meninggalkan
Termohon Konvensi maka dapat dipastikan rumah tangganya tidak akan
terwujud rumah tangga yang harmonis akan tetapi justru sebaliknya. Dengan
kondisi rumah tangga demikian telah membuktikan adanya perselisihan
diantara mereka;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan hubungan suami istri sudah
putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara
keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan
lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata
rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30
dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai sudah pernah dirukunkan oleh
pihak keluarga kedua belah pihak dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh
Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap
Pemohon Konvensi yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak
mencintai lagi Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi pada
prinsipnya masih ingin rukun kembali, maka berdasarkan fakta tersebut
membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa
keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang
sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran
dan berakhir dengan pisah tempat tinggal serta sudah didamaikan tetapi tidak
berhasil. Kondisi pasangan suami istri yang demikian tidak mungkin lagi dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21
dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Maijelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil
syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

ue

Artinya @ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus
adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaaan
pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan sudah
merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 K/AG/1996,
tanggal 08 Januari 1998);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam,
pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai
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suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan
kuat, al-quran menyebutnya dengan “"mitsagan ghalidzan” yaitu suatu
perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan
dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang
diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan
tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warahmabh, itu berarti hati keduanya telah pecah pula,
dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya
suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect
(saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation
(saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan
mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara
Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hal tersebut sudah tidak
terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi
mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta
ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti (persangkaan) petunjuk bahwa pada
diri suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti
ini dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam
ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila
perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi
kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua
belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 174 K/AG/1994,
bahwa apabila suami istri telah terjadi percekcokan dan perselisihan dalam
rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang telah berusaha
mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, maka
kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah.
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Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal
tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa
mempersoalkan siapa yang salah (tidak boleh diukur dengan kesalahan dari
salah satu pihak saja) dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak patut dan tidak seharusnya
pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi
dibebankan pada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menanggung beban yang
amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami istri telah retak yang sulit
untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan ‘“kaedah
fighiyah" :Jlj ,-all . "Sesuatu yang mendatangkan madlarat
(kesengsaraan) harus dihilangkan“. Oleh karena itu, ikatan perkawinan kedua
belah patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka
dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah
memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak maka petitum
permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu
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raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam. Oleh karena itu petitum agar diberi izin untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami
perubahan dalam rekonvensi, semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat
Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan
Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 158 R.Bg. gugatan Rekonvensi secara formil dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,
mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak
pengadilan telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada
Tergugat Rekonvensi yang intinya berupa :

a. Nafkah lampau selama 4 tahun 3 bulan sebesar Rp 77.500.000,00
(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah selama 4 tahun 3 bulan sebesar Rp 77.500.000,00(tujuh
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

¢. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

d. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut
pihak Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang intinya sebagai berikut :

a. Nafkah lampau tidak mau membayarnya karena pada prinsipnya sudah
diberikan setiap bulannya antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
hingga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena ada potongan di Bank
dan sisanya untuk biaya kuliah anak dan biaya hidup;
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b. Nafkah Iddah hanya mampu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima
ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

c. Mut'ah hanya mampu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu
rupiah);

d. Nafkah 2 orang anak hanya mampu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan
Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya 2 orang saksi,
sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis TR.1 dan TR.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 berupa Fotokopi Gaji bulan
April 2021 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka
terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp
3.227.400,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 yang berupa Fotokopi Daftar
Potongan Hutang (kredit) bulan April 2021, yang merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup, maka terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai
tanggungan hutang/kedit yang setiap bulannya sebesar Rp 1.928.000,00 (satu
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan alat bukti
tersebut masih punya sisa angsuran selama 93 bulan (7 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan
Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai PNS juga punya pekerjaan
sampingan sebagai tukang kayu, itupun bekerja di waktu hari libur dan juga
kalau ada orang yang memanggil kerja (tidak tetap atau kadang-kadang saja
ada pekerjaan);

Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik
yang intinya menuntut nafkah lampau selama 4 tahun 9 bulan sebesar Rp
77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
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Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara
secara lisan menyatakan tidak mau membayar nafkah lampau karena Tergugat
Rekonvensi sudah memberikan nafkah setiap bulannya meski hanya sebesar
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi banyak hutang di Bank dan
selain itu untuk keperluan kuliah anak dan untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi sendiri telah
mengakui di dalam jawabannya bahwa dirinya menerima nafkah sebesar Rp
300.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 semenjak Tergugat Rekonvensi
pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka tidak
terbukti ada kelalaian dari Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah. Namun
demikian berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi (XXXXXXX)
bahwa Tergugat Rekonvensi sejak 3 bulan terakhir ini (Februari — April 2021)
sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini
telah diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian terbukti
Tergugat Rekonvensi telah melalaikan memberikan nafkah kepada Penggugat
Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi
Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai
kemampuanya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya
perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak
dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang
didapat dari bekerja sebagai PNS Gol/Ruang, Il/d dan terkadang bekerja
sampingan sebagai tukang dan itupun kalau ada orang yang memanggil untuk
bekerja, disamping itu terbukti pula Tergugat Rekonvensi mempunyai
tanggungan hutang di Bank yang masih cukup lama maka untuk memenuhi
rasa keadilan diantara kedua belah pihak, Tergugat Rekonvensi patut dihukum
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untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sesuai kemampuannya
kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah (terhutang) merupakan kewajiban
yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya
terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan
membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau/madhiyah
tersebut harus dibayar tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di sidang
Pengadilan Agama Donggala. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dari
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017,

Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik
yang intinya menuntut nafkah iddah selama 4 tahun 9 bulan sebesar Rp
77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar
Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya
menyanggupi untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud iddah (masa tunggu) adalah sebuah
masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik
diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup,
untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Bagi perempuan
yang diceraikan suaminya masa iddahnya sebagaimana firman Allah QS : Al-
Bagqarah ayat : 228 yang berbunyi : ~ n

0533 alli il & Tm callad 5
Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru’
Jadi masa tunggu atau masa iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya 3
(tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan) sebagaimana
pula ketentuan Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar ba'da dhukul ;

b. perceraian atas kehendak suami ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
pula apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri
telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak
diketemukan fakta Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz. Justru sebaliknya
Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang hampir
selama 5 (lima) tahun. Maka berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,
Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas
suaminya;

Menimbang, bahwa selain landasan hukum sebagaimana tersebut di atas
Pengadilan memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan
dengan nafkah atau mut'ah yaitu firman Allah QS : Al-Bagarah ayat 241 yang
berbunyi : B

ol s Gsoapr kg s calliz Js
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 149 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak istrinya mempunyai kewajiban
memberi nafkah kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya.
Terhadap nafkah dimaksud, pada dasarnya Pengadilan secara ex officio dapat
menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya sepanjang
istrinya tidak terbukti nusyuz dan menetapkan kewajiban memberikan mut'ah
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sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apalagi dalam hal ini Termohon Konvensi
menuntut nafkah iddah dan mut'ah melalui gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat Rekonvensi
mempunyai penghasilan tetap perbulan sebagai seorang PNS sebesar
3.227.400,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) dan
pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat
Rekonvensi punya pekerjaan sampingan sebagai tukang kayu. Namun para
saksi tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan perbulannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi telah membina rumah tangga cukup lama yaitu sejak Oktober
1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tentunya selama berumah tangga
Penggugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
yang telah mengurus suami dan anaknya, meskipun ternyata telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun
2016 hingga sekarang, sehingga patut Penggugat Rekonvensi mendapat
mut'ah dan nafkah iddah setelah dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi
menurut Majelis Hakim sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi karena
terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh
karenanya kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar
Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup dan memadai.
Begitu juga mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00
(iga puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai masih cukup tinggi jika
dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya
kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah masih terlalu
kecil mengingat usia perkawinannya yang cukup lama dan pekerjaannya
sebagai seorang PNS dan juga punya kerja sampingan sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai
kepatutan dan kemampuan maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk
membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : nafkah iddah selama 3
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bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah
berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami
dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak,
maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara mut'ah dan nafkah
iddah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar sebelum
pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala. Hal ini
sejalan dengan yang diamanatkan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum dan SEMA
Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya
mengajukan gugatan nafkah anak sampai anak dewasa atau (berumur 21
tahun) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak
pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang
pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani,
maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban
tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi
menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan mengenai nafkah untuk 2
(dua) orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan
sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi terbukti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak
pertama sudah sudah dewasa, sedangkan anak yang kedua bernama ANAK Il
(umur 12 tahun) dan anak ketiga bernama ANAK Il (umur 9 tahun) dan kedua
anak tersebut sekarang sering ikut atau dalam asuhan Penggugat Rekonvensi,
maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo
pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi
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sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya
pendidikan kepada anaknya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan
masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga
yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat
bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat
kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan
anak berdasarkan legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak
seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan,
kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini
menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada
umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke
depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada
prinsipnya semua biaya atau nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya.
Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya,
dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut diatas dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ayah/bapak yang
bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung
pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan
oleh ayah/bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap
perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar
semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah
tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam
diktum putusan yang akan dibebankan Pengadilan kepada Tergugat
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Rekonvensi adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya
untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentii dan mendesak Tergugat
Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban biaya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis
sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari
aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan
hidup kedepannya pasca perceraiannya dengan Penggugat Rekonvensi dan
kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai
PNS.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi
kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS Gol/Ruang, Il/d yang
mempunyai penghasilan tetap dan juga punya pekerjaan sampingan sebagai
seorang tukang kayu yang penghasilannya tidak menentu, sementara tidak
terjadi kesepakatan mengenai nilai nominal nafkah anak. Sedangkan
Kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan Penggugat Rekonvensi
menuntut Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak.
Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu
tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat
Rekonvensi perbulannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatiah
adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah
pihak bila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberi nafkah untuk 2
(dua) orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau
pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah
pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat
harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga
sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah
10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari anak
tersebut. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta
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memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara
filosofis biaya hadhanah (nafkah anak) adalah semata mata untuk kepentingan
anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak
maka Maijelis Hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut
dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3
Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil
gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan
Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan
sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21
tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
DALAM KONVENSI :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi  (XXXXXXXXX) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXX) di
depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
DALAM REKONVENSI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa :
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a. Nafkah lampau/madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp
4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu rupiah);
¢.  Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah
rupiah);

sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
d. Nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK Il dan ANAK IlI
sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan
kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai dengan anak tersebut
dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan
kesehatan,;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno,
S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.M.H. dan Zuhairah
Zunnurain, S.H..,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd
Mazidah, S.Ag..M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,
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Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 600.000,00

4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 720.000,00
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